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2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Hasanah Widiyanti Sudarno ( 2017) Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisa pengaruh good corporate governance dan Kinerja keuangan terhadap

pengungkapan Islamic S amic Social Reporting (ISR)
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Penelitian (Amperaningraf 2013) Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis hubungan antara tata kelola perusahaan dan tanggung jawab
sosial perusahaan dengan kinerja keuangan dan pengaruh tata kelola perusahaan
dan pengungkapan CSR pada kinerja keuangan secara parsial dan bersama-sama

(secara bersamaan). Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu

Corporate Governance (Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran



Dewan, dan Ukuran Komite Audit) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan
Kinerja Keuangan dari variabel dependen (Return On Equity). Metode
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive random sampling. Hasil ini
menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Tata kelola perusahaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan bersama-sama tanggung

jawab sosial perusahaan dan tatg perusahaan mempengaruhi  Kinerja
keuangan.
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Penelitian (Angel & Rompas, 2018) penelitian ini bertujuan untuk
mengungkapkan corporate governance pada laporan tahunan yang terdaftar dalam
Bursa Efek Indonesia tahun 2012 — 2016. Penelitian ini merupakan penelitian

yang dilakukan disebuah Bursa Efek Indonesia yang bergerak dibidang



perbankan, mendorong peningkatan perhatian pada masalah pengungkapan dari
aspek corporate governance suatu perusahaan, baik oleh investor maupun
pemerintah melalui penyusunan peraturan atau standar corporate governance.
Faktor-faktor yang diuji disini adalah Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan
Ukuran Perusahaan. Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling

pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Sebanyak 8

ukuran perusah erhadap kinerja
keuangan. @
Penelitfan (Nu ti i 'TO Tu %enelltl adalah
Q= \\ i’
untuk panali ga E‘_terhg @)) pengatuh GCG
terhadap garu%%d nilai M) isQ Sanglel dalam
// I t 2, \\\\

terd@c&m Ipghesia Stock

analisis linier parsial (T-test)

SNanda. Havﬁ“tﬁ )ﬁg\dﬁoleh dari

tahun 2009, 2010,%4n 2011 menunj ahwa ROE_egbengaruh signifikan

terhadap nilai perusahaan da ag"Ciperoleh dari uji parsial (T-
test) menunjukkan bahwa GCG dan CSR tidak mempunyai pengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian dengan analisis linier berganda dari uji

serentak bersama-sama (F-test) tahun 2009, 2010, dan 2011 menunjukkan bahwa

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
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Penelitian (Wardoyo & Veronica, 2011) Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh Good Corporate Governance (GCG),
yang diukur dari jumlah dewan komisaris, indepedensi dewan komisaris, ukuran
dewan direksi, dan jumlah anggota komite audit, Corporate Social Responsibility
(CSR) dan kinerja perusahaan (ROA dan ROE) terhadap nilai perusahaan. Objek
penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan go public yang berjumlah 29

bank. Berdasarkan kelengkapan daja<e®hya®&4 bank yang menjadi sampel dengan

ﬁ 4% ukuray &wan direksi,

aru ﬂr |f@t sahaan,
i I/ \x
|n eg . jumlah
terhadap
an ini untuk
mengetahui p8gOoyruh penewéood cg 6 hadap Kinerja
keuangan pada pefySghaan yang terd Bursa Efek #ngonesia tahun 2009-
2013. Sampel diambil dengafmaeageefaramuiakad®purposive sampling. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode time series dengan sampel
penelitian ini adalah 55 perusahaan pada tahun 2009-2013. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa: 1) komite audit berpengaruh positif tidak signifikan
terhadap kinerja keuangan. 2) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif

signifikan terhadap Kkinerja keuangan. 3) Kepemilikan institusional tidak
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berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. 4) Papan independen
tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Felicia dan Icha (2017) Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap keuangan kinerja
perusahaan. Baik Tata Kelola Perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dalam

Proporsi Komisaris Independen Dewan, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan

Direksi, Ukuran Dewan Komisari keuangan proksi di ROA. Metode

§berpe giruh pada

A. Ukbm@an ghdksi variabel

ka*ROA. uran dewan
dak berpe@tkpadEa I@Sua\gw(inerja di

Penelitian (Maryant

direksi variab@ menggunakan
ROA..
Ojuan penelitian ini ingin
mengidentifikasi pengaruh corporate social responsibilty, good corporate
governance, kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan dan mengidentifikasi
pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian kuantitatif dengan teknik path analisis, menggunakan sampel

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia dan juga terdaftar
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di PROPER vyang terdiri dari 15 perusahaan dengan Kkriteria sampel yang
ditentukan melalui metode purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah bahwa
GCG vyang dibentuk dengan kepemilikan institusi dan komite audit tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan GCG yang
dibentuk dengan kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komisaris

independen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja

lingkungan tidak berpengaruh se gifikan terhadap kinerja keuangan

perusahaan. Kepemilikagfparajerial, dewan komisa an komisaris independen

& allh,
2.2 Teor agenw \\\\\\\ "'l///// d O

m|I|kan pé’ ke aﬁﬁawnerWJ)Er

teori kead Pemisahan
antara kepe arini, 2014)
menyatakan wa hﬁngan eage lah” sebual™kontr tara pemilik

(principal) dengag manaJeQaRt)ETﬁd\w*konfh

prinsipal dan agen

fpentingan antara
idak sesuai dengan
kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Selain itu
agen memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal tentang keadaan
perusahaan. Situasi ini menimbulkan peluang bagi manajemen untuk berbuat
curang. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk
mengoptimalkan keuntungan para prinsipal dengan memperoleh kompensasi

sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda
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didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau
mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Aluy, Tulung, & Tasik,

2017).

Agency problem secara garis besar dapat terjadi ketika manajer membuat
sebuah keputusan yang tidak konsisten dengan tujuan umum dari sebuah

perusahaan yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Hal ini

3 sendiri.  (Agustia, 2013)

iko (risk

'fn nefghindari
R %ﬁ\ S‘Qm
adverse) erdasyan §at ‘ﬁgg\m@u/sm ﬁ e% mana

sebagai

arka

mengutamake kegtin %yglm\wsonoa @Ia jiyanto dan

perusahaan untuk mengUTes asala aqens : ensen dan Meckling
(1976) dalam Darmawati dkk. (2004), agency cost merupakan penjumlahan: (1)
pengeluaran monitoring oleh prinsipal, (2) pengeluaran “bonding” oleh agen, dan
(3) kerugian residual. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula agency cost-
nya karena meningkatnya kebutuhan monitoring dalam perusahaan besar. Namun,

agency cost dapat dikurangi dengan meningkatkan level kepemilikan manajemen
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supaya mengurangi biaya monitoring. Agency cost yang lebih rendah

diasosiasikan dengan nilai perusahaan yang semakin tinggi.

Alternatif untuk mengurangi agency cost yaitu melalui mekanisme pengendalian
internal dan mekanisme pengendalian eksternal atau pengendalian pasar.
Mekanisme pengendalian internal didesain untuk menyamakan kepentingan

antara manajer dengan pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976)

dalam Darmawati, dkk. ara yang dilakukan untuk
mengurangi agency co kan kepemilikan saham
perusahaan olg kan langsung
manfaat g L Ahyident pay-
out ratid Ketiga
dengan itusional

investor $eia

Good CorporateN overnan(GGCG muncu\lqela terjadi/pgfMisahan antara
aﬂeﬁa&n, atau sering Kali dikenal dengan

kepemilikan deng2Q Ypengendali

pemilik modal (principal) dengan manajer (agent) adalah bagaimana sulitnya
pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau
diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak

mendatangkan return.
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GCG diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik
dan manajer. GCG merupakan tata kelola perusahaan yang baik, yang
menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang
menentukan arah kinerja keuangan perusahaan.

Beberapa konsep tentang GCG antara lain yang dikemukakan oleh Forum

for corporate governance in Indonesia (FCGI) 2003 dalam publikasi pertamanya

uru tu /a ; n@aha Negara

Tt/
Nomor 2002,%% rH=GCG I uatu jombses dari
_ \\\
struktur yag0 dlguya untu eberhasilan

dalam jangkaNgagjang den@ ap memp gen stakeholder

peraturan p&ng §

Shleifer and Vishny

lainnya, berlandas dangan nilai

005) yang menyatakan GCG
berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal
dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam.
Iskandar dkk. (1999) dalam Hastuti (2005) menyatakan bahwa GCG merujuk
pada kerangka aturan dan peraturan yang memungkinkan stakeholder untuk

membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return. Selain
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itu GCG merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer agar bertindak yang
terbaik bagi kepentingan investor (Prowson, 1998 dalam Hastuti, 2005).

Definisi lain yang diungkapkan oleh Arifin (2005) menjelaskan bahwa
Corporate Governance merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang
berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik

sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Ada dua hal yang

ditekankan dalam konsep ini, perigg inanya hak pemegang saham untuk

adap ir} i eI perusahaan,
My \'b,///

gf QWCorMa overfiafice yang

govern
asionak Ké@&%nﬁgoverna grtlm & gPratama,

/ 4»\\\

leh subplaah jaitu:

e uwdkan@& ivigsglalam praktek

flaan harus meny afiggfelevan dan material

yang mudah diakses tresmia Ppagi stakeholder. Perusahaan
harus mempunyai inisiatif untuk mengungkapkan informasi tidak hanya
yang diwajibkan oleh hukum dan regulasi, tetapi juga informasi lain yang
dianggap penting bagi pemegang saham, kreditur dan stakeholder lain

untuk pembuatan keputusan.

2) Accountability (Akuntabilitas)
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Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan
wajar dan transparan. Jadi, perusahaan harus mengatur cara agar
kepentingan perusahaan sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan
stakeholder lain. Akuntabilitas adalah salah satu prasyarat untuk

memperoleh kinerja berkelanjutan.

3) Responsibility (Tanggung Jawab)

a5| pnq |ns perush
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S

RES.)

perusahaan mengutamakan

ghefler lain berdasarkan prinsip
kewajaran.

Jika prinsip-prinsip GCG di atas dapat dilaksanakan secara sungguh-
sungguh, dapat diartikan perusahaan akan memiliki landasan kokoh dalam
menjalankan bisnisnya.

Manfaat mekanisme GCG antara lain:
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1) Mengurangi agency cost yang merupakan biaya yang harus ditanggung
pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang sebagai akibat
pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

2) Mengurangi biaya modal (cost of capital) sebagai dampak dari menurunnya

tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan

seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.

lingkungan perusahaan

dgimdan Kkebijakan yang

men ﬁ faat paQeE

\\}\\ >"Ii// /

///
1) Menitlg atkan},ie rodukiivitas.s -_:_’f-—- w _
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gpan GCG

adalah:

-~

ur, ;vuléu N er sMahemi'
@j \:{]ﬁ%pﬁsah

pada setiap

level d§ epart*en akan be mbang”Segenag ampuannya
untuk kep8gthggan peQﬁ E Sk% ttas dasa cari keuntungan

secara pribad Meteiyk cTom Jepatiap«iteiek terjadi pemborosan
yang diakibatkan penggunaan sumber daya perusahaan yang dipergunakan
untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak sejalan dengan
kepentingan perusahaan.

2) Meningkatkan kepercayaan publik
Publik dalam hal ini dapat berupa mitra baik sebagai investor, pemasok,

pelanggan, kreditur, pemerintah maupun konsumen akhir. Bagi investor
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dan kreditur penerapan GCG adalah suatu hal yang dijadikan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dana
investasi maupun kreditnya. Jadi kreditor dan investor akan merasa lebih
aman karena perusahaan dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan
kepentingan semua pihak dan bukan hanya pihak tertentu saja.

3) Menjaga kelangsungan hidup perusahaan

4) Dapat mengukur target kinerja ke

ekaniAGCG antara

da*pe@i }g

anaj \ "')’ rlS
,ea@& g //// q
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2 audit.

Kepemilika i lah ju ﬁ

/// ol -t 2 \\\
dari selur rusal%ﬂllblffwl kel manajerial
merupakan Ke ili h manajem kur dengan

sa%m yang'd

persentase ju i, Maritim, &
Ali, 2011).
(Aluy et al., 201 sffclakamemdetVa kepemilikan perusahaan

merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola
melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.
Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk
mengatasi masalah keagenan. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan

kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham. (I dan Ni
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2015) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham pada
perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan
pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham
manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang
saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan

yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari

pengambilan keputusan yang salah

Kepemilikan mag#jgefal yang terlalu tingg & dapat berdampak buruk

erekiainjm

TS

oting yan d |k+Qanaje
)(%ekaligus

//// 23 \\\\
eMegang saham.fDgfa hal tersebut akan

adap \ ngan

gepfigai pemegang

aQN. Sepert'Gl jer y

saham dan manajefyiang tidak sebag

mempengaruhi Kinerja keuanttm=ae al®Kepemilikan seorang manajer
akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode
akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dikelola. Kualitas laba yang
dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Hal ini terjadi

karena tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan

manajerial yang tinggi akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba
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yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari
perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut terjadi karena manajer ikut
merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula
menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang
salah.

Siallagan dan Machfoedz (2006) menemukan bahwa pada level 0-5%

terdapat hubungan non linier aniase® kKepeguilikan manajerial dengan Kinerja

keuangan perusahaan, betfungan negatif pada 5- 25%, berhubungan

ngur emi Hsan sah n/ata
/// s ; - D \\\ >
a

m&\%nny

in yang da }ém%’garum efnampuannya

ftafl pemegang

tidak terafiliasi dengan mafta ewan komisaris lainnya dan
pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan
lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata
demi kepentingan perusahaan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 2003 menyatakan

bahwa peran komisaris independen diharapkan mampu mendorong diterapkannya
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prinsip dan praktek GCG pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia,
termasuk BUMN. Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan
membagi jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah total dewan
komisaris (Juniarti dan Sentosa 2010).

Keberadaan komisaris independen di Indonesia telah diatur dalam Surat

keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000

perihal Peraturan No I-A, tentang B a_Saham dan Efek bersifat Ekuitas

selain saham yang ditey8 oleh Perusahaan aat pada butir mengenai

bahwa dalagh’ yé gq pengQ .?} ? ag baik (good
corporatg overna@ p aan\i (\1' 7/td| @ : bmisaris
WL

0opo

aln;g seQ

,__,:_, -
dimiliki foleh b etengiall jumlah

komisar arus memiliki

ii*independ
ﬁ §is dan kejujufay

gfls dan keuangan perusahaan,

kompetensi pribad® Yaitu: memiliki yang tidak pernah
diragukan, memahami selu
memahami dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan dan implikasinya
terhadap strategi bisnis, memahami seluk beluk industri yang digeluti perusahaan,
memiliki  kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat
mempengaruhi bisnis perusahaan, memiliki wawasan luas dan kemampuan

berpikir strategis, memiliki karakter sebagai pemimpin yang profesional, memiliki
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kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk mempengaruhi dan bekerja
sama dengan orang lain, memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukan
profesinya sebagai komisaris independen, serta memiliki kemampuan untuk

berpikir objektif dan independen secara profesional (Juniarti dan Sentosa 2010).

Kriteria komisaris independen menurut FCGI adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen bukan me BQoota manajemen.

2. Komisaris indepgae€f’ bukan m galg
oot dari &L%%an cara |am€!ﬁy

vy 4 saha@@a
& 1 // .

salam mayoritas, atau

\\\\ '/I/

\-~uwf1

/
galﬂeksekuw 36 peru
ot \\\

Msaha t@

4. Komisaris indepe e drmeupak M panasetTalpreT®Tonal perusahaan atau

perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.

5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang
signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu
kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak

langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
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6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau
perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan

tersebut.

7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun

atau hubungan lainnya yang dapat, afau secara wajar dapat dianggap sebagai

campur tangan secara #gpuannya sebagai seorang

k demi keﬁtﬁnﬁ;\ng ma

komisaris untuk bg

ngkan perusahaan.

"\ an Mjabal afhgllaran dan

/Bﬁ u\\\\e ikl @ksekutif dan

manajer yang
pengendalian,
persusahaan memat 1k : slangan. e erbakU maupun nilai-nilai
yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya, (5) memastikan risiko
dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik serta (6)
memastikan prinsip-prinsip dan praktek GCG dipatuhi dan diterapkan dengan
baik (Juniarti dan Sentosa 2010).

Komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala

kebijakan yang dibuat direksi, karena komisaris independen memiliki peranan
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penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta
memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja keuangan
perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Komisaris
independen diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih
objektif, dan menempatkan kesetaraan (fairness) sebagai prinsip utama dalam

memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya.

Komisaris independen memik# D8ggan menjamin pelaksanaan strategi
, wasi ajemen perusahaan ®alaMy mengelola perusahaan,

Nl
\\3\'.’( 2 w0

~

-~ - S

id (2%= erti komlt%
/Q/L 4»& (i

Mzw
Ta 'dependensmg

Dalam Keputusan

dalam mempertaha dart manajemen
Jomor: Kep-103/MBU/2002,
menyatakan bahwa pengertian komite audit adalah suatu badan yang berada
dibawah komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota
komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang

bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun

pelaporannya dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan

26



pengawas. Hal tersebut senada dengan keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-
41/PM/2003 yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk
olen dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan
fungsinya.

Komite audit merupakan organ yang dibentuk oleh dewan komisaris /

dewan pengawas, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris

w«w%

kl pemq oaentan e mbuatan

ilsip- prﬁs\l awasan mteﬂlfam 0;
//// el B \\\
jum W zlb’a yafigfada dalam

M komite @tﬁmﬁmﬁl\*&a Edara

SE/03-PM/2002 (baglperusahaan pub keputusan \Megteri BUMN Nomor:

litian ini

pepam Nomor:

Kep-103/MBU/2002 (bagi BOM itnya terdiri dari tiga orang,
diketuai oleh seorang komisaris independen perusahaan dengan dua orang
eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi

dan keuangan.
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Menurut Sarbanes-Oxley act yang dikutip (Manik et al 2011) jumlah
anggota komite audit perusahaan mengharuskan bahwa: “komite audit harus
beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus
memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima
orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang

lain bukan akuntan publik. Ketua komite audit dipegang oleh salah seorang

anggota komite akuntan publik, depgs Mal selama lima tahun terakhir mereka
tidak berprofesi sebagai an publik. Ketua AMygota Komite Audit tidak

pevlolaan

g%‘@\
w!w T

. Wt ) pemeg@& afiggfdengan pihak
dnanogani masaa dallan

manajemen dalam
tanggung jawab komite auditTrae fa bidang, yaitu:
1. Laporan Keuangan (Financial Reporting)

Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat

manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi

keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.
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2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
Komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah
dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika,
melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan
kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control)

Komite audit bertanggung jawa san perusahaan termasuk
i - nsi mengaqd®gg risiko dan  sistem

ang dilakukan oleh

eksternal audi‘rgﬁlam hal inialgfn mengadakan

n kegia@ ﬁ

Aping secara Iﬁs§g kepada objel” pemeriksaan juga

dibantu dengan mengadaka
Komite audit mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas-tugasnya
seperti yang diutarakan olen I dan Ni (2015) yaitu: “Mengaudit kegiatan
manajemen perusahaan dan auditor (intern dan ekstern). Mereka yang berwenang
meminta informasi tambahan dan memperoleh penjelasan dari manajemen dan

karyawan yang bersangkutan. Komite Audit juga mengevaluasi seberapa jauh
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peraturan telah mematuhi standar dan prinsip akuntansi yang diterima di

Australia”.

2.4. Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Kepemilkan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan
Teori keagenan menjelaskan bahwa asimetri informasi antara manajer

dengan pemilik saham dapat membuka paltiang bagi manajemen untuk melakukan

suatu fungsi g endaliwmefektlfterhad k anajermgrfgan mencegah

N\
aajemen %
&

darwdany %n marmeje

kepemilikan g3 ajeri*me&akan engasa yangefgktif sehingga

dilakukan oleh PuspTaSamingg ‘ 0 T UppeRen bahwa kepemilikan

indakan Penelitian yang
manajerial tidak berpengaruh pada kinerja keuangan, sedangakan (Dewi dan
Nugrahanti 2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat
meningkatkan kinerja perusahaan.

H1 = Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
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2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agent dengan
principal dapat dikurangi dengan pengawasan yang tepat. Adanya dewan
komisaris yang independen akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam
perusahaan. Baysinger, Kosnik, dan Turk (1991) menyatakan bahwa adanya

komisaris independen tidak berpengaruh (tidak meningkatkan) terhadap kinerja,
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PermasakaNg ncul alamubu antara agent
dengan principal§a ajergfatau agent tidak
melaksanakan tugas Selawaygiame Rttt ak kerja (Jensen dan
Meckling, 1976). Salah satunya adalah kemungkinan kecurangan dalam
menyusun laporan keuangan. Sam“ani (2008) menyatakan bahwa komite audit
memiliki peran penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas proses
penyusunan laporan keuangan perusahaan seperti halnya menjaga berjalannya

sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta penerapan good corporate

governance. Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka fungsi
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pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik dan dapat mencegah konflik
keagenan seperti keinginan manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba.
Efektifnya fungsi pengawasan juga dapat meningkatkan Kkinerja keuangan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) menunjukkan bahwa ukuran
komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sementara menurut

Xie et al. (2003) ukuran komite audit dapat meningkatkan efektivitas komite audit

sehingga mampu mencegah tindakg Magen laba dan meningkatkan kinerja
perusahaan.

H3 = Ukuran kg

S AAPTR S
Kinerja Wm\mehw |_<adala orporate
governan enﬁ?«m m@ |!a{shiepe , ukuran
VAT
komite audi eria b%enden dalagn penelitian ini
adalah kiner euanﬁ yang diu n-menggdfakan n on equity
(ROE). Berikut aBigl3 keran@ﬂ IE Slzj‘]*elltla
Kepemilikan
Manajerial (X1)
Komisaris Kinerja Keuangan
Independen (X2) ROE (V)
Komite Audit
(X3)
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